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GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATUF:AN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 304 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBI"NTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAYANAN AMBULANS GAWAT DARURAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOT/\ JAKARTA,
I'

bahwa' berdasarkan ketentuan Pasal 183 ayat (2) Peraturan Daerah
Nomor 1:2 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 52
ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 233 Tahun 2014 tentang Organisasi
dan Tc.ta Kerja Dinas Kesehatan, perlu meneta'Jkan Peraturan Gubernur
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata f(erja Unit Pelayanan
Ambulans Gawat Darurat;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Und<.:ng-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Ne[Jara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah;;111
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negnra
Kesatuan Republik Indonesia;

5. Undc ng-Undang Nomor 24 Tahun 2007 lentang Penanggulangan
Bencana;

6, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tent,lIlg Kesehatan;

7, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201'1 tentang Pembentuk3n
Peraluran Perundang-undangan;

8. Undang-Undang Nomer 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
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9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

\
10. Uhdang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan;

11. PeratLran Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga
Kesehatan;

12. PeratL:ran Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 20C5 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Peran(Jkat Daerah;

."
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Barano Milik Negara/Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12, Tahun 2006 tentang
Pedornan Pengelolaan Keuangan Daeran sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturclil Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011;,.

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6-1 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah.

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus IbukotCl
Ja~arta;

21. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

22. Peralu,an Gubernur Nomor 72 Tahun 2007 tentang Pegawai Non
PegClwai Negeri Sipil Satuan Kerja Peran~,kat Daerah/Unit Kerja
Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola ~engelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta;

23. Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan
Ambulans Gawat Darural 118;

24. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012 tentang PolE<
Penge:olaan Keuangan Badan Layanan LJl1um Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
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25. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelayanan
Ambulans dan Mobil Jenazah;

26. Peraturan Gubernur Nomor 233 Tahun 2014 tentang Organisasi dan
Tata Ke'ja Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

PERATURA"l GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI
DAN TAliA KERJA UNIT PELAYANAN AMBULANS GAWAT OARURAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Oaerah Khusus Ibukota .Jakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Oaerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3, Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta:

4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah
Khusus :bukota Jakarta.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah P'ovinsi Daerah Khusus
Ibukota ,Jakarta.

6. Badan =>engelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya
disingka: BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah I"rovinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Badan I<:epegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Kllusus Ibukota Jakarta,

8. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro
Org';:lnisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

9. Dinas K9sehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus
Ibukqta ,Jakarta.

10. Kepala Dinas adalah Kepala Oinas Kesehatan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

11. Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat yang selanjutnya disebut
AGO a'dalah Unit Pelayanan Ambulans G3wat Darurat Dinas
Kesehat:lll .

12. Kepal3 Unit adalah Kepala Unit AGO.
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13. Pegaw£1i Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerje yang diangkat oleh
pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan
pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji
berdasakan peraturan perundang-undangan.

14. Pegawei Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi
syarat tertentu, diangkat sebagai pegawal Aparatur Sipil Negara
secara tatap oleh pejabat pembina kepegawalan untuk menduduki
jabata'n pemerintahan.

15. Pegawei Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah warga negara
Indone~ia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan
perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka
melaksanakan tugas pemerintahan

16. Primary Medevac adalah Pelayanan ambulans gawat darurat pra
rumah' sakit dari rumah ke rumah sakit (true emergency) dan/atau
pacla kecelakaan.

17. Second3ry Medevac adalah Pelayanan ambulans gawat darurat pra
rumah ~.akit antar rumah sakit (rujukan dan/atau konsultasi).

18. Non bnergency adalah Pelayanan ambulans gawat darurat pra rumah
sakit dari rumah ke rumah sakit atau sebaliknya dalam hal konsultasi
kesehalan, radioterapl dan lain sejenisnya.

19. Pelayanan dukungan kesehatan adalah Penyedlaan jasa ambulans
gawat darurat untuk acara/eventlprotokoler tertentu atas permintaan
pelaksaila.

20. Bantuan Kesehatan adalah Bantuan standby ambulans gawat darurat
yang bersifat formal dan/atau non formal pada event-event
pemerlntah/swasta.

21. Gladi adalah bentuk latihan untuk memberikan tambahan pengetahuan
dan kemampuan dalam melakukan kegiatan dari yang telah dipelajari
atau dilatih sebelumnya.

BAS II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Oengan Peraturan Gubernur ini dibentuk AGO.

BAB III

KEOUDUKAN. TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) AGO ll1erupakan Unit Pelaksana Teknis Dina,; Kesehatan dalam
pelal~sanaan pengelolaan pelayanan ambulans gawat darurat.
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(2) AGO dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berkedudukan di bawah
dan beltanggung jawab kepada Kepala Oinas.

Pasal 4

(1) AGO mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan
ambulans gawat darurat bagi masyarakat, instansi pemerintahl
swasta organisasi dan event di wilayah Jakarte· dan sekitarnya.

(2) Untuk 'Tlelaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud pada ayat (1),
AGO menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran dan
rencana bisnis anggaran AGO:

b. pelaksanaan rencana strategis, dokumen pelaksanaan anggaran
darl rencana bisnis anggaran AGO;

c. penyusunan pedoman, standar dan prosedur pelaksanaan
pengelolaan pelayanan AGO bagi masyarakat. instansi
pernerintah/swasta, organisasi dan event di wilayah Jakarta dan
sekitarnya;

d. pelayanan ambulans gawat darurat Primary Medevac, Secondary
Medevac dan Non Emergency termasuk pelayanan kepada
keluarga miskin;

,
e.' pelayanan siaga ambulans gawat darurat 24 (dua puluh empat)

jam;

f. pelayanan dukungan dan bantuan kesehatan;

g. pengkajian pengembangan pelayanan ambulans gawat darurat;

h. pellyiapan sumber daya manusia pelayanan AGO;

i. pemberian pertimbangan mengenai kerja sama pelayanan AGO
dengan Pihak Ketiga;

j. pelaksanaan kegiatan pelayanan kesellatan pad a kejadian
ber:cana sesuai dengan perintah operasional penanganan
bencana daerah;

k. pelaksanaan koordinasi, kemitraan dan kerja sama pelayanan
ke~lawatdaruratan dengan sarana pelayanan kesehatan milik
daerah dan/atau instasi pemerintah/BUMN/swasta/masyarakat;

I. pelaksanaan fasilitasi pendidikan, pelalihan, penelitian dan
pengembangan pelayanan gawat darurat;

m. pelaksanaan kegiatan kehumasan dan perr,asaran AGO

n. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan ~arang AGO;

o. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan AGO;

p. pengelolaan kearsipan, data dan informasi AGO;

q. pengelolaan prasarana dan sarana AGO;

r. [JenGelolaan teknologi infonnasi AGO;

s. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengatJran acara AGO; dan

t. pelaporan dan pertanggungjawaban Ilel.aksanaan tugas dan
fun9si AGO.
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BABIV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susuna" Organisasi AGO, terdiri dari :

a. Kepala Unit;

b. Subbagian Tata Usaha dan Keuangan;

c. Satuan Peiaksana Pelayanan;

d. Satuan Pelaksana Sumber Oaya;

e. Satuan Pengawas Internal; dan

f. Sub:~eiompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi AGO sebagaimana tercantum dalam
Lampira~ Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Unit

Pasal 6

Kepala Unit mempunyai tugas :

a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi AGO
sebagaimana dimaksud dalam Pasal4;

b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana,
Satuan Pengawas Internal dan Subkelompok Jabatan Fungsional;

C. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja
Perangkat Oaerah/Unit Kerja Perangkat Oaerah dan/atau Instansi
Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi AGO;
dall

d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan
fungsj f.,GO.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha dan Keuangan

Pasal 7

(1) Subbagian Tata Usaha dan Keuangan merupakan Satuan Kerja staf
dalam pelaksanaan administrasi AGO.

(2) Subba~lian Tata Usaha dan Keuangan dipimpi.l oieh seorang Kepala
Subba~Jian yang berkedudukan di bawah dcln bertanggung jawab
kepada' Kepala Unit.
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(3) Subbagian Tata Usaha dan Keuangan mempunyai tugas :

a. merwusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran
dan rencana bisnis anggaran AGO sesuai dengan lingkup
tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokurnen pelaksanaan dan
rencana bisnis anggaran anggaran AGO sesuai dengan lingkup
tugasnya;

c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana kerja
dan anggaran dan rencana bisnis anggaran AGO;

d. meluksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rencana strategis, dokumen pelaksanaan anggaran dan rencana
bisnis anggaran AGO;

e. melaksanakan kegiatan koordinasi, kemitraan dan kerja sama
pelayanan kegawatdaruratan dengan sarana pelayanan kesehatan
milik daerah dan/atau instansi pemerintah/BUMN/
swa:;ta/masyarakat;

f. mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi pendidikan, pelatihan,
pen{llitian dan pengembangan pelayanan ar.1bulans gawat darurat;

g. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang
AGD;

h. melaksanakan kegiatan ketatausahaan clan kerumahtanggaan
AGD;

i. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara AGO;

j. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan
pen;lwatan prasarana dan sarana kerja AGD;

k. melaksanakan pengelolaan kearsipan, data dan informasi AGO;

I. melaksanakan penerimaan, penatausahaan, penyetoran dan
pelaporan penerimaan retribusi AGO;

m. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi AGO;

n. m,~ngoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan
keglatan serta akuntabilitas AGO;

o. mel.3ksanakan kegiatan kehumasan dan pemasaran; dan

p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tugas
Subbagian Tata Usaha dan Keuangan.

Bagian Keempat

Satuan Pelaksana Pelayanan

Pasal 8

(1) Satuan Pelaksana Pelayanan merupakan satuan kerja lini AGO dalam
pelaksanaan pelayanan ambulans gawat darural.

(2) Satuan Pelaksana Pelayanan dipimpin oleh ~eorang Kepala Satuan
Pelaksana yang berkedudukan di bawah d;ln bertanggung jawab
kepada Kepala Unit.

(3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pad a ayat (2)
bukan .·abatan struktural.
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(4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pad a ayat (3)
diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Oinas atas usul Kepala Unit.

(5) Satupn Pelaksana Pelayanan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja anggaran dan
rencana bisnis anggaran AGO sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis, rencana kerja anggaran dan
rene ana bisnis anggaran AGO sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. rrienyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis
pelayanan AGO;

d. melaksanakan pelayanan ambulans gawat darurat, Primary
rviedevac, Secondary Medevac, Non Emergency dan pelayanan
kepada keluarga miskin;

,
e.. melaksanakan siaga ambulans gawat darurat 24 (dua puluh

empat) jam;

f. rn-3laksanakan pelayanan dukungan kesehatan:

g. mel:3ksanakan pelayanan bantuan kesehatan;

h. rnen~Jawasi, evaluasi dan mengendalikan pelaksanaan standar
amilulans gawat darurat;

i. menyusun bahan dan mengusulkan tarif layanan ambulans gawat
dwurat;

j. melaksanakan permintaan pelayanan ambulans gawat darurat dari
masyarakat melalui Center Command Ambl:lans (CCA);

k. mernantau kesiapan unit kendaraan ambulans gawat darurat;

I. mel'iporkan unit kendaraan ambulans gawat darurat yang dalam
keajaan rusak dan/atau tidak dapat/layak operasional pelayanan
kep3da Kepala Unit;

m. menyiapkan bahan pertimbangan kepada Oinas Kesehatan
rnengenai kerja sama pelayanan ambulans gawat darurat dengan
Pihak Ketiga;

n. rnerlyusun kajian pengembangan pelayanan ambulans gawat
darurat Jakarta; dan

o. rnelaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Satuan Pelaksana Pelayanan.

Bag ian Kelima

Satuan Pelaksana Sumber 03ya

Pasal9

(1) Satuar< Pelaksana Sumber Oaya merupakan Satuan Kerja lini AGO
dalarn pelaksanaan penyiapan surnber daya manusia, prasarana dan
sar,~l1a' teknis AGO.

(2) Satuan Pelaksana Sumber Oaya dipimpin oleh seorang Kepala
Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Unit.
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(3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
bukan jabatan struktural.

(4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Oinas atas usul Kepala Unit.

(5) Satuan Pelaksana Sumber Oaya mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran
dan rencana bisnis anggaran AGO sesuai dengan lingkup
tugasnya;

b. m,al3ksanakan rencana strategis, dokumen pelaksanaan anggaran
dan rencana bisnis anggaran AGO sesuai dengan lingkup
tugasnya;

c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis
pelcil<sanaan penyiapan sumber daya mam:sia dan prasarana dan
sarana teknis AGO;

d. melaksanakan penyiapan penyediaan surnber daya manusia dan
peralatan teknis AGO;

e. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan, penyediaan,
pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis AGO;

f. melaksanakan fasilitasi pendidikan, pelatihan, penelitian dan
rengembangan pelayanan gawat darurat;

g. mernantau kesiapan prasarana dan sarana pendidikan dan
pelatihan AGO;

h. menyusun standar dan prosedur pemeliharaan dan perawatan
prasarana dan sarana teknis AGO;

i. penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan prasarana
dar: sarana teknis AGO;

j. neelaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana
teknis AGO;

k. pelaksanaan pendataan prasarana dan sarana teknis AGO;

I. me1aksanakan monitoring dan evaluasi kelaikan prasarana dan
sarana teknis AGO; dan

m. meiaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tugas
Satuan Pelaksana Sumber Oaya.

Bagian Keenam

Satuan Pengawas Internal

Pasal 10

(1) Satuan Pengawas Internal merupakan unsur Pengawas Internal AGD
sebagai Unit Kerja Dinas Kesehatan yang Menerapkan Pola
Penge!olaan Keuangan Badan Layanan Umun; Daerah (PPK-BLUD).

(2) Satuan Pengawas Internal sebagai unsur Pengawas Internal dalam
melaksanakan tugasnya tidak dapat dipengaruhi oleh Kepala
SubrJagian, Kepala Satuan Pelaksana dan/atau pegawai AGO.
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(3) Satuc.n Pengawas Internal melaksanakan tugas pengawas internal
terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya (manusia,
keuangan, perlengkapan, standard dan prosedur) AGO.

(4) Oalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Satuan. Pengawas Internal mempunyai fungsi :

a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengawasan
internal;

b. penyusunan program kerja dan jadwal pengawasan internal;

c. pelaksanaan kegiatan pengawasan internal;

d. penqolahan dan pelaporan hasil pengawasan internal;

e. pen/usunan dan penyampaian rekomendasi tindak lanjut terhadap
temuan hasil pengawasan internal yang dilakukan;

f. perr,antauan dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut
hasil pengawasan internal yang dilakukan;

g. peleksanaan kegiatan pengawasan internal yang diperintahkan
Kepala Unit;

h. pel21~sanaan koordinasi dan fasilitasi dengcm pengawas eksternal
dan.'atau aparat pemeriksa internal Pemerintah; dan

i. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Satuan Pengawas Internal.

Pasal 11

(1) SusLinc n keanggotaan Satuan Pengawas Inter"al terdiri dari ;

a. 1 (SCltU) orang Kepala merangkap anggota;

b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan

c.. paling banyak 3 (tiga) orang anggota.

(2) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala, SE.kretaris dan Anggota
Satuan Pengawas Internal, sekurang-kurangnya harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut ;

a. Pe[!awai Negeri Sipil;

b. memiliki dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas;

c. n18miliki nilai keteladanan dan dihormati di kalangan pegawai
AGD;

d. tida~ pernah dikenakan hukuman disiplin kepegawaian;

e. ticlak pernah melakukan perbuatan tercela;

f. rrrenilliki pendidikan formal minimal diploma tiga (0111); dan

g. rnemiliki integritas.

(3) Kepala, Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal diangkat
oleh Kepala Unit untuk masa tugas 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat
kembaii hanya untuk satu masa tLigas berikLltn~/a.

(4) Kepala Satuan Pengawas Internal berked'Jdukan di bawah dan
bertan!J:;Jung jawab kepada Kepala Unit.

(5) Sekret.3ris dan Anggota Satuan Pengawas Internal berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Pengawas
Intern21.
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(6) Oalam pelaksanaan kegiatan pengawasan internal Kepala, Sekretaris
dan An;)gota Satuan Pengawas Internal bertir.dak sebagai Tim dan
hasil p,angawasan serta rekomendasi tindak lanjut terhadap hasil
pengawasan yang dilakukan merupakan hasil bersama sebagai Tim.

(7) Oalam menjalankan tugasnya Sekretaris dibantu oleh tenaga
Sekretariat maksimal 3 (tiga) orang yang diangkat oleh Kepala Unit
atas usul Kepala Satuan Pengawas Internal.

(8) Keterituan lebih lanjut mengenai pembentukan dan rincian tugas
Ketua, Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal diatur
dengan Peraturan Kepala Unit.

Bagian Ketujuh

, .. Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal12

(1) AGD dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.

(2) Pejabal Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melaks:3nakan tugas dalam Susunan Organisasi Struktural AGD.

Pasal 13

(1) Oalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat
Fungsional dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional AGD sebagai
bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Oinas.

(2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan
Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Unit.

(3) Ketui? ~;ubkelompok Jabatan Fungsional sebapaimana dimaksud pad a
ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Oinas atas usul
Kepala Unit dari pejabat fungsional yang berkompeten dan
berinte:]ritas.

(4) Ketentu<Jn lebih lanjul mengenai Jabatan Fungsional AGO diatur
deng"3r Peraturan Gubernur sebagai bag ian dari pengaturan Jabatan
Fungsional Oinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB V

ESELON

Pasal 14

(1) Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan
Jabatal Struktural Eselon IliA.

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaiman<i dimaksud dalam Pasal 7
ayat ~2) merupakan Jabatan Struktural Eselo"l IV A.
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BAB VI

TATA KERJA

Pasal15

(1) OalalTl melaksanakan tugas dan lungsinya AGO wajib taat dan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sarna dengan
Satuan. Kerja Perangkat Oaerahl Unit Kerja Perangkat Oaerah
dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka meningkatkan
kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan lungsi AGO.

Pasal16

Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan,
Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional wajib melaksanakan tugas
masing-rnesing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
serta menerapkan prinsip koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi,
simplikasi, akuntabilitas, transparansi, elektivitas dan efisiensi.

Pasal17

(1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan
Ketua ~;ubkelornpok Jabatan Fungsional pad a AGO wajib memimpin,
rnengoordinasikan, mengarahkan, memberikan birnbingan,
mernberikan petunjuk pelaksanaan tugas, rnembina dan rnenilai
kinerja bawahan masing-masing.

(2) Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan
Ketua :3ubkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada AGO
wajib mengikuti dan mernatuhi perintah kedinasan atasan rnasing­
masing sesuai dengan ketentuan peraturan penmdang-undangan.

Pasal18

Kepala Ul'it, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan
Ketua Subkelornpok Jabatan Fungsional dan Kepala Satuan Pengawas
Internal pacla AGO wajib rnengawasi dan rnenge:ndalikan pelaksanaan
tugas bawahan rnasing-masing serta mengambil langkah-Iangkah yang
diperlukan apabila menemukan adanya penyirnpangan dan/atau indikasi
penyimpangan.

Pasal 19

(1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan
Ketu;; Subkelompok Jabatan Fungsional, Ke~'ala Satuan Pengawas
Intemal dan Pegawai pada AGO, wajib rnenyarnpaikan laporan dan
kendillcl pelaksanaan tugas kepada atasan rnasing-masing sesua;
dengar ketentuan peraturan perundang-undannan.

(2) Atasan yang rnenerirna laporan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1),
menir,daklanjuti dan rnenjadikan laporan yang diterima sebagai bahan
pengarllbilan keputusan sesuai dengan kewenangan rnasing-rnasing.
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Pasal 20

(1) Sekreta;iat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan
pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi
birok,asi terhadap AGD sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan,
ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi Dinas Kesehatan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal21

AGD seba(jai Unit Kerja Kesehatan yang Menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan 8adan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dapat mempunyai
Pegawai yang terdiri dari :

a. Pegawai Negeri Sipil:

b. Pegawei Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan

c. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 22

(1) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a,
merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

(2) Pengelolaan kepegawaian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan mnngenai Aparatur Sipil
Negara.

(3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian AGD mendapat
pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD dan Biro Organisasi
dan I~B.

Pasal23

(1) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ~.ebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 huruf b, merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

(2) Pengelolaan kepegawaian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerjcl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
Aparatur Sipil Negara.

(3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian AGD mendapat
pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD dan Biro Organisasi
dan I~B.

Pasal 24

(1) Peg<lwai Non Pegawai Negeri Sipil pada AGO merupakan Pegawai
Non Pegawai Negeri Sipil AGD, sebagai Unit Kerja Dinas Kesehatan
yang rnenerapkan Pola Pengeloiaan Keua 193n Badan Layanan
Umuin Daerah (PPK-BLUD).
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(2) Pengelolaan kepegawaian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf G, dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pegawai Non
Pegawai Negeri Sipil pad a SKPD/UKPD yang Menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 25

Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi AGD sebagai Unit Kerja Dinas
Kesehatan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah dibebankan pada :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. Pendapatan Operasional; dan

c. Bantuan atau hibah dari Pihak Ketiga yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 26

Pengeloiaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagairnc:na dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilaksanakan sesuai
dengan . ketentuan peraturan perundang-t..ndangan keuangan
negara/daerah.

Pasal 27

Pengeloiailn keuangan pendapatan operasional sebagaimana dirnaksud
dalam Pa~al 25 huruf b dllaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundan[J-undangan Badan Layanan Urnum Daerah.

Pasal 28

Pengelo!aan keuangan bantuan atau hibah sebagaimana dimaksud
dalam Pa~ al 25 huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
peru ndanl; -u ndangan.

BAB IX

ASET

Pasal 29

(1) Aset 'lang dipergunakan oleh AGO sebagai prasarana dan sarana
kerja l1erupakan aset daerah dengan statu~: kekayaan daerah yang
tidak d'pisahkan.

(2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana
dima\<sud pada ayat (1), dilaksanakan se,;uai dengan ketentuan
per"turan perundang-undangan bidang keuargan negara/daerah dan
keten·.;I;an peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan
barfjng milik negara/daerah.
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Pasal 30

(1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima AGD dalam rangka
pe.laksanaan tugas dan fungsi dalam bentuk pemberian hibah atau
bar,tucln barang dari pihak ketiga merupakan penerimaan barang
daerah.

(2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
segera dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan
kepada Gubernur melafui Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengefola
Keuangan Daerah sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah untuk
dicatat dan dibukukan dalam daftar Barang Milik Daerah (BMD).,

BAB X

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 31

(1) AGD menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan,
semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala
Dinas

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi
laporan:

a. ke~·egawaian;

b. kOL·angan;

c. kinerja;

d. barang;
1

e. akuntabilitas; dan

f.' k'e~liatan.

Pasal 32

Dalam 'allgka akuntabilitas, AGD mengembangkan sistem pengendalian
intern'al f;ebagai bagian dari sistem penge.lldalian internal Dinas
KesehC\tan.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 33

Pengawasan terhadap AGD dilaksanakan oleh :

a. Lembaga negara yang mempunyai tugas merneriksa pengelolaan da~'

tang!~ung jawab keuangan negara; dan

b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
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BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal34

Formasi Jabatan dan Kebutuhan peralatan kerja AGD diatur/ditetapkan
dengan Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur tersendiri, sesuai
dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan prioritas daerah

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur
Nomor 144 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelayanan Ambulas Gawat Darurat, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku ..

Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Deserr.ber 2014

GUBERNUR PROVlt~SI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ltd.

BASUKI T PURNAMA
Diundangkan di Jakarta
p'3da tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

EsE:RITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
1 AHUN 2014 NOMOF< 62171
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